KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 401 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Menimbang

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 120 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten  Banggai Laut Nomor 266/PL.02.3-



Mengingat

1.

BA/7211/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut
Tahun 2024, perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
Laut tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Banggai Laut Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 496);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun
2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian
Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan
Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
Laut Nomor 220.A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Banggai Laut Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
Laut Nomor 381 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat
Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk
Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
Laut Nomor 375 Tahun 2024 tentang Penetapan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Saliffany Sesuai dengan aslinya

Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran Untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Di
Kabupaten Banggai Laut.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI LAUT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN 2024.
Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 sebagai berikut:
a. SOFYAN KAEPA, SH dan ABLIT, SH;
b. H. RUSLI BANUN, S.Si, Apt, MM dan RASIS ABDULLAH, SH;
c. SIDIN PIADJO, A.P., A.Ma., A.Md; dan Drs. KIFLI S. SUPU
d. MUH. SINGGIH B. MUS, S.Ars. dan MOH. TANJUNG S. DG

PAWARA
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diumumkan pada papan pengumuman dan/atau
laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
https:/ /kab-banggailaut.kpu.go.id.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd,

7SEKRETARIATKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENBANGGAI LAUT
Kepala Sub BagiandHukum & SDM, SYAHRUDIN M. TINTIS
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